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" UU  No.24/20m

dalam program jaminan kesehatan

 Pimpinan Komisi D DPRD Kota Jogia,
‘ e _

Aturan BRJS...

Sayangnya, kata Fokki, dalam
peraturan BPJS Kesehatan peserta
yang memiliki tunggakan dan
tidak melunasi dalam jangka
waktu enam bulan tidak difasilitasi
dalam mengakses hak kesehatan
di faskes manapun.

“Artinya, meteka harus membayar

- sendiri meskipun mereka masuk

dalam program PDPD Jogja.
Kami sangat menyayangkan
-3uran ini. Sebab, masyarakat
yang mengikuti program PDPD

= untuk memenuhi hak dasar
. kesehatannya bisa terganggu,”

katanya.
Menurutnya, sesuai dengan
tentang
BPJS dan Instruksi Presiden
No.8/2017 menyebutkan seluruh
pemerintah dagrah baik gubernur,
wali kota dan bupati wajib
mengikutseriakan warganya

nasional. Pemda juga Wajib
meningkatkan sarana dan
prasarana dalam pelayanan JKN-
KIS. Namun aturan BPIS tersehut
memunculkan wacana adanya
kapitalisasi bidang kesehatan
oleh lembaga tersebut,

Hal ini  memunculkan
sebuah pertanyaan mendasar
terkait dengan visi dan misj
berdirinya BPJS yakni untuk
menjamin hak dasar rakyat
bidang kesehatan,” katanya.

Dia meminta agar BPIS JRN,
Pemkot dan DPRD duduk bersama
untuk mencari solusi masalah
tersebut untuk menjamin hak
dasar kesehatan masyarakat.

“Kalau tidak bisa diselesaikan,
maka kemungkinan besar Komisi
D DPRD di dalam pembahasan
APBD Perubahan akan mengusulkan
kembali kepada skema Jamkesda
untuk menjamin hak kesehatan

g beberapa wilayah
- dala JKN-KIS,
: dalam pelayanan.

-

.

rakyat Jogja sesuai konstitusi
UuUD 1945," katanya.

Terkait hal itu, Kepala Cabang
BPJS Kesehatan Kota Jogja,
Dwi Hesti Yuniarti, justry
mempertanyakan dari mana
atran vang dijadikan dasar
Komisi D. Menurutnya, sesuai
Perpres No.82/2018 Khususnya
Pasal 20, status kepesertaan
Peserta JKN dapat berubah. Hal
itu bertujuan untuk menjamin
kelanjutan kepesertaannya.
Selain itu, kata Hesti, kewajiban
membayar tunggakan juran tidak
mengakibatkan terputusnya
manfaat_jaminan. kesehatan
bagipeserta,

“Perubahan status kepesertaan
tidak menghapuskan kewajiban
untuk melunasi tunggakan furan
Untuk melunasi tunggakan iuran
paling lama dilakukan dalam
waktu enam bulan,” katanva.
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